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JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi salah satu 

yang turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah Tahap IV antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 84 Pemerintah Daerah (Pemda) yang 

dilaksanakan pada hari ini, Kamis (15/9). 

Dari Kaltara, hadir secara langsung melakukan penandatanganan kerja sama yakni Gubernur 

Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum. 

Adapun tujuan penandatanganan kerja sama atau PKS yang berlangsung di Kantor Pusat DJP 

itu adalah untuk mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, data perizinan, 

dan penyampaian data informasi keuangan daerah. 

Tujuan lain yang ingin dicapai, yakni mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan wajib pajak 

bersama dan pemanfaatan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

perpajakan. DJP, DJPK, dan Pemda juga bersepakat untuk melakukan pendampingan dan 

dukungan kapasitas di bidang perpajakan demi meningkatkan kapabilitas aparatur. 

 

“Ini saatnya untuk bergerak ke depan secara bersama-sama. Sinergi untuk peningkatan apa 

yang sangat kita perlukan, yaitu pembangunan nasional, karena APBN (Anggaran Penerimaan 



dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) tujuan akhirnya 

sama, untuk pembangunan nasional,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam 

sambutan tertulisnya, Kamis (15/9). 

 

Melalui kerja sama dengan Pemda, DJP berharap dapat menerima sumber data penting untuk 

pengawasan kepatuhan pajak. Antara lain data kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan 

bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan, dan usaha perkebunan. 

Sebaliknya, Pemda juga akan menerima data perpajakan dari DJP untuk kepentingan 

pengawasan daerah. 

 

Sesuai namanya yaitu tahap IV, penandatanganan kerja sama ini bukan kali pertama dilakukan. 

Pasalnya, perjanjian sebelumnya telah dilakukan sebanyak tiga kali. Yakni tahap I pada 2019 

pilotting 7 kota di 7 Provinsi, tahap II pada 2020 dengan 78 Pemda, dan tahap III pada 2021 

dengan 83 Pemda (84 pemda ikut seremoni tahap III tetapi satu pemda gagal mengumpulkan 

berkas PKS), sehingga total sampai saat ini ada 254 pemda yang telah bersinergi. 

 

Beberapa capaian dari kerja sama selama ini yakni telah dilakukan pengawasan bersama 

dengan penerbitan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) sebanyak 6.745 wajib pajak 

dengan 152 pemda. 

 

Klasifikasi Lapangan Usaha atas DSPB paling banyak berada pada sektor penyediaan 

akomodasi, makanan, dan minuman dengan persentase 54 persen, kegiatan jasa lainnya (19 

persen), perdagangan besar dan eceran (14 persen), real estate dan konstruksi (4 persen), 

kebudayaan, hiburan, dan rekreasi (3%), dan lain-lainnya (6 persen). 

 

Sebagai tindak lanjut pengawasan oleh Pemda, telah diberikan persetujuan izin pembukaan 

data perpajakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) terhadap wajib pajak dalam DSPB tersebut. 

 

Selain itu, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan kepada 18 

pemda, kegiatan penyuluhan bersama, serta Diklat Penagihan terkait Juru Sita bagi aparatur 

dari 21 pemda yang diselenggarakan oleh DJPK. 

 

DJP berharap kolaborasi ini dapat segera diikuti seluruh pemda untuk mengatasi tantangan 

pemungutan pajak pusat dan daerah, di antaranya potensi korupsi, keterbatasan sumber daya 

manusia, serta tantangan pemadanan data. (dkisp) 
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Catatan 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 

b. Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9 ayat (2) 

huruf e yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 

Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengatur 

bahwa: 

a. Pasal 1, angka 10 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut 

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak 

Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan 

Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

c. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

mengatur bahwa: 

a. Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak 

Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 

b. Pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya 

selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan 

pemungutan pajak daerah; 

c. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli 

daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

d. Pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 


